LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN NIAS

OMOR: 36 TAHUN 2002 SERI: C

PERAURAN DAERAH BUPATEN NIAS
NOMOR 14 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DAN
SURAT PENANGKAPAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NIAS,

enimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kepada
Daerah diberi peluang untuk menggali potensi
sumber Pendapatan Asli Daerah;,

b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu
sumber Pendapatan Daerah yang penting guna
membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan
Pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi
Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;




Mengingat

Q)

~.iwa berdasarkan pertimbuc,
o uaksud pada hurup a dan b o
neuctapkan Peraturan  Daerat
tenmtang 1zin Usaha Perikanan die
Ikan,

) 1956 1}
~.aten-Kabup

-umatera U
. 38, Tam‘

Undang-undang Nomor 7 Dr:

pembentukan Daerah Otonom .
Jalam lingkungan Daerah Pﬁroy?
{Lembaran Negara Tahun 1956 N
Lembaran Negara Nomor 1092} ; i
Undang-undang Nomor 8 Tahun ??2‘?1 tentang
Undang-undang Hukum Acara Pidana (Le
Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Le e
Negara Nomor 3209, | i
Undang-undang Nomor 9 Tafwn 1?_?85 te
Perikaran {iembaran Negara Benublik Indoos
rahun 1985 Nomor 16, Tambaiat Lembaran Neg
Nomor 32997, .

'jndang-undanz Nomuot {8 Tahun }W/itenta
Dacran dan Retribugi Daerab {Lembaran N
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran .
Nomot 3693), sebagaitaana ictar: dirubah &
Undang-undang Nomor 34 Tatwn 2000 &
Perubahan atas Undang-undang Nomor 1'8_{
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi D
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nom
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048),
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun .,
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negard Mg

3839);

10.

11,

12,

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Penimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah ( Lembaran Negera Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Hayati di ZEEI (Lembaran
Negara Tahun 1984 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3275);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 14! Tahun 2000
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 256,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4058);

Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000
tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak Yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan
Perikanan,

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1975 tentang
Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Pungutan Hasil
Perikanan bagi Penanaman Modal Dalam Negeri
dibidang Perikanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun

2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3952),



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4090),

Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4139),

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
dan bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan
Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan
Presiden;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
dilingkungan Pemerintah Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun

1997 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan |

Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun
1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang

21, Peraturan Daerah Kabup

1998 tentang Retribus;
(Lembaran Daerah Kab
Nomor 15);

Peraturan Daerah Kaby

aten Nias Nomor 23 Tahun
Tempat Pendaratan Kapali
upaten Nias Tahun 199g

)
[

paten Nias Nomor 4 Tah
2001tentang  Susunan Organisasi dan Tara Ke;:

Dinas Daerah Kaby ]
paten Nias (Lemb
Kabupaten Nias Tahup 2001 Nomc(>r 11 )aran e

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUP

e S : ATEN NIAS

Retribusi Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahu
1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Paja
Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain
Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun
1993 tentang Penghunjukkan Penyidik Pegawa
Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap
Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memust
Ketentuan Pidana ( Lembaran Daerah Kabupaten
Nias Tahun 1993 Nomor 14 );

Pemanfaatan sumber daya ikamyang berhubungan dengan Pengelolaan

umber Daya Ikan jeni
iy adalah semua Jenis Tkan termasyk Biota Perairan



n. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya y

L Bendaharawan Khusus Penerima,  selanjutnya disingkat BKP adalah
 Bendaharawan khusus Penerima pada Dinas Kelautan dan Perikanan
kabupaten Nias;
. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atay Jasa atau
" pemberian 1zin fertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan hukum;
. Pungutan adalah Pemasukan uang bagi Pemerintah Daerah atas Retribusi
Hasil Perikanan;
Petugas adalah Pegawai yang dihunjuk oleh Kepala Dinas untuk melakukan
Pemungutan Retribusi;
 Surat Ketetapan Retribusi Daerah , selanjutnya disingkai SKRD adalah surat
- keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;

. Pengelolaan Sumber Daya Ikan adalah Semua Upaya yang bertujuan A
Sumber Daya Ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung;
terus menerus; . ;
Pemanfaatan Sumber Daya lkan adalah kegiatan penangkapan dan alay
pembudidayaan;, ;
Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau Badan Hukum untuk 48
menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyim
mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil; .
. Penangkapan lkan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh than
di perairan, dalam keadaan tidak di budidayakan dengan alat atay can
apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk linc:m
impan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya ; o . -
g},‘:ﬁﬁ?ﬁ; a::‘eniﬁgp i keggilatan itk memelibars, misbes Surat Sptoran Retribusi Dfierah s.clanJumya disingkat SSRD adalah Surat
dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cin ;::i?;il:%zg.g'eb I‘(N aj;(b Rlc)tnbu;r ik melakilkan pembayaran atau
_ . . 2 ; 1bust Ke Kas Daerah atau tempat laj i G
apapun, termasuk  kegiatan  menyimpan, mendinginkan at -dihunjuk oleh Kepala Dacrah; Hereh dan fempat lain yang ditetapkan /
o o ; .
Z]ﬁ:;g;vevnetkannangka); s il sarons: diet petlenglanan atan bendie mé(gtezgia:h Rsemlt)u:; Datcrah Kurang BayatrLlk selarg:tnya disingkat
- Al ‘ ol OKRDKI ural Keputusan yang menentukan samya jumlah
lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan Retribusi yang terhutang, jumlah Kredit Retribusi, Jumlah kekurangan
‘pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administarsi dan Jumnlah
‘Retribusi yang masih harus dibayar;
b, §wat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya
disebut SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan

dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk unnciEe
" melakukan survey atau eksplorasi dibidang perikanan
o. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangka

ikan, . ‘atas jumlah retribusi yang telah dit kan :
i ta pencahariannya mela J yang telah ditetapkan ;
; g:ntz:;nu&g:?nmaif;;h orang yang mata pe Y hukg K. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat

SKRDLB adala.‘n. Su{at Keputusan yang menentukan Jjumlah kelebihan
pcmpaya.ran Retribusi karena jumlah kredit Retribus; lebih besar dari
 Retribusi yang terhutang atay tidak seharusnya terhutang;

. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha pen
dan dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia dan badan h

i ' ; : i ; o
i;f?{?:aha Perikanan, Selanjutnya disingkat TUP adalah Izin tertulis : ,i,u:?k ﬁf;:::k{::iblf;'aftmtzbse!ammya dlsmgkgt STRD adalah Surat
‘ ik e oy
hamks dimiliki setiap orang atau badan hukum yang melakukan bungsatau donda : gl usi dan atau sanksi administras; berupa
perikanan. . . Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan,
t P ikan, selanjutnya disingkat SP] adalah surat yang : > PEISUmp
g:gnk;::glglsc:g:; - perikJ el kegiatan penaneks mengolah data dan atau kc.:tem.ngan lainnya untuk menguji kepatuhan

ikan di wilayah perikanan Kabupaten Nias; .
Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Nias;



1). Tambak tradisional/alam
2). Tambak semi intensif
3). Tambak intensif

af. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tin
yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang sclanj

disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang den ¢. Pembudidayaan Ikan Hias:
bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Retribusi yang ter d. Pembudidayaan biota pera’iran T
serta menemukan tersangkanya. e. Pembudidayaan Ikan d; Kolyry ya;

AR g If:emgudf}c]iayalalia Ikan di Sungai; Rawa, Danau Waduk:

. Pembenihan Ik i ’ ? .
NAMA, OBYEK, SUBYEK, DAN : (sepuluh ribu) e‘}i(f:)rfh kolam, - danau atau waduk lebih dari 10,000
WAJIB RETRIBUSI . Penampungan Ikan di Kolam Pemancingan;
_— . Pengolahan (Pengawetan) Ikan, ’

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Surat Penangkapan |
dipungut retribusi kepada setiap orang atau badan hukum yang mela
usaha perikanan di wilayah Kabupaten Nias.

b e Pasal 4
e}l jek Retribusi adalah setiap orang atau badan hukum

layanan atas pemberian [UP dan SPI. yang memperoleh jasa

Pasal 3 (1 Wajib Retribusi adal h subj ,
(1) Objek Retribusi adalah jasa atas pelayanan pemberian TUP dan SPL 488 Berston Daeraly i *ubiek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
(2) Jenis Usaha Perikanan meliputi Usaha Penangkapan Ikan dan Usy '
Pembudidayaan Ikan. ¥ BAB I
(3) Usaha Penangkapan Ikan dengan menggunakan Kapal Peri
berukuran dari 0,5 (setengah) sampai dengan 10 (sepuluh ) GT (Gn COLONGAN RETRIBUS]
Ton) meliputi : Pasal 6

a. Kapal Perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Long Line dan/ ‘etribusi IUP dan SP] termasuk gol

Pancing Rawai Dasar ; ongan retribusi perizinan tertenty,

Kapal Perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Pukat Udang, BAB [V

Kapal Perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Pukat Ikan, TENTT

Kapal Perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Pukat cincin, KE AN PERIZINAN
Kapal Perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Jaring Insang; Pasal 7

Kapal Perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Bubu ;
Kapal Perikanan dengan alat tangkap ikan jenis jermal;
Alat penangkap ikan dengan bagan boat;
. Kapal pengangkutan hasil perikanan (carier boat);
(4)  Alat penangkapan ikan dengan bagan pancang;
(5) Usaha Pembudidayaan Ikan meliputi :

a. Pembudidayaan Ikan di Laut;

b. Pembudidayaan Ikan atau Udang di Tambak;

) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan dan

atau penangkapan ikan, diwaii ‘ H
Kepels Daerah.p n, diwajibkan untuk memiliki [UP dan SPI dari
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(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam avat (1) dan syt(?) Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah ditetapkan sebagai berikut :

(2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah. _
Jenis Kapal Alat Penangkapan Ikan Tarif

f
|
Pasal 8 ; |
05-3GT Long Line dan/atau Pancing Rawai Dasar  Rp. 50.000,- ;

;(1) Untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, seti:

atau Badan Hukum harus yang mengajukan permohonan terin! i 35 GT sda Rp. 100.000,-
Kepala Daerah. sda Rp. 150.000,-

(2) Kepala Daerah dapat menolak permohonan ijin sebagaimati: & ) sda Rp. 200.000,-
pada ayat (1) dengan memberikan pemberitahuan dalam jangia w }_075'3 GT Pukat Udang Rp. 100.000,-
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung mula: 5 GT sda Rp. 200.000,-
diterimanya permohonan dengan menjelaskan alasan-alasan pe 37 GT sda Rp. 350.000,-
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaky, 7-10 GT sda Rp. 500.000,-

(3) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh ijin dan peno) 0,5-3GT Pukat Ikan Rp. 60.000,-
sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih 33 GT sda Rp. 130.000,-
dengan Keputusan Kepala Daerah, : 7 GT sda Rp. 190.000.-

110 GT sda Rp. 275.000.-
Pasal 9 d- 5-10GT Pukat cincin Rp. 25.000,-/GT
Jangka waktu berlakunya izin adalah ditetapkan selama 1 ( satu ) tahun 05-3 GT Jaring Insang Rp. 40.000,-
harus dibawa setiap melakukan kegiatan penangkapan ikan. 35 GT sda Rp. 80.000,-
51 GT sda Rp. 120.000,-
BABV 7-10 GT sda Rp. 175.000,-
KETENTUAN RETRIBUSI 0,5:3GT Bubu Rp. 20.000,-
35 GT sda Rp. 40.000,-
Pasal 10 i 7 GT sda Rp. 60.000,
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi TUP dan SPI adalah dikg i 710 GT sda Rp. 90.000,-
berdasarkan biaya penyediaan jasa pembinaan dan sosialisasi penangkapan i ' .
dan berdasarkan Gross Ton (GT) kapal perikanan yang bermesin serta jusbl Alat penangkap ikan dengan jermal Rp. 250.000,+/ unit
alat penangkapan ikan, Alat penangkap ikan dengan bagan boat, Rp. 200.000,-/ unit
Pasal 11 L Kapal penggangkutan hasil perikanan (carrier boat)  Rp. 20.000,/ GT
Prinsip penetapan tarif retribusi JUP dan SPI adalah untuk mengganti daf§d %) Alat penangkapan ikan dengan bagan pancang Rp. 25.000,/ unit,
menutup biaya penyelenggaraan pembinaan dan biaya administrasi.

Pasal 12
(1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan penangkapan it
dikenakan retribusi.

11



BAB VIII
(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah ditetapkan sebagai berikut:

T ,
a. Usaha pembudidayaan ikan laut .. Rp. 1.250,-/m'" i 5 TATA CARA PEMBAYARAN
b. Usaha pembudidayaan ikan atau udang dl tambak .y ;'; _—
b). Taml;b:kk 'gmdlsnonal / fAlam " gg 3 5" /: @ () Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang
2). .Tam emi intensi

ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan

3). Tambak Intensif ... R < ;gz 4 dalam SPTRD, SKRD, atau SKRDT.
¢. Usaha pembudidayaan ‘k‘m Hlas e Rp 1,000, /1 ‘% () Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil
d. Usaha pcm:ugl::}’aan b‘l:‘afclr(a‘;a“ lmnny s Rg 100./n' /§  pencrimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x
e. Usaha pembudidayaan ikan di Kolam . sronss I\Phos- 24 Jam .
f. Usaha pembudidayaan ikan di sungai, Rp. 750/ Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang
rawa, danau dan waduk . i P ’ ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi
e Pembcmolgzﬂo%l kOl;llIlﬂh d;:;;ucit:ru Rp.15.000,+ tdha administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) dengan
waduk lebih .000 (sepuluh s SMps e L nerbitkan STRD.
h. Usaha pembudidayaan ikan di Kolam pemancipgan Rp.S0.000.pat §  MNeroranS

Pasal 18
Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas sekaligus.
Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk dapat memberi izin kepada

i, Usaha pengolahan ( pengawetan )ikan ............... Rp.50.000,-/unit -

BAB VI Waii 4 e St
jib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka
WILAYAH PEMUNGUTAN waktu yang tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
Pasal 14 Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
asa

Wilayah pemungutan Retribusi adalah seluruh wilayah Kabupaten Nias. ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
t:)

Pasal 19
tcmbayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan tanda

BAB VII it
TATA CARA PEMUNGUTAN S PEOpRTaD,
BAB IX
. Pasal 1o SANKSI ADMINISTRASI
Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
Pasal 20

Pasal 16

4} Retrﬂ)usi dipungut dengan mengunakan SKRD atau dokumen Jain hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang

nyar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% ( dua
) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau

(2) Hasil pung\nan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal | g bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

Pasal 13 disetor oleh BKP ke Kas Daerah.

13



(1)
2)

3)

(1)

(1)

BAB X Wajib Retribusi dapat mengajukan . permohonan pengurangan atau

A PENAGIHAN penghapusan sanksi admlnlSII'aS.l berupa bunga dan kenaikan retribusi

TATA G vang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan
Pasal 21 Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau
pembatalan Ketetapan Retribusi vang tidak benar.

&l Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
. pengurangan Ketetapan penghapusan atau pengurangan sanksi
# administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan
i sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis
" oleh wajib retribusi kepada Kepala Daerah paling lama 30 (tiga puluh )
~ hani sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan
yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

© Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
" dikeluarkan oleh Kepala Daerah paling lama 3 (tiga ) bulan sejak surat

Pengeluaran Surat Teguran /Peringatan/ Surat lain yang sejenis s i
awal tindakan pelaksanaan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 ( ty
hari sejak jatuh tempo pembayaran. o
Dalam jangka 7 (tujuh ) hari setelah tanggal Surat Teguran / Peringay
Surat lain yang sejenis, Wajib Retibusi harus melunasi Retribusinya
terutang, ' o

Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagaim
dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

BAB XI permohonan diterima. . ' .
ARA URAN RINGANAN Apabila setelah lewat 3 (tiga ) bulaq sebagaimana dimaksud pada ayat (5
L % AN P%EI\?BGEB AS A?\IAI{\IE"II‘%BUSI ) Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, maka permohonan
dimaksud dianggap dikabulkan,
Pasal 22 ‘
Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, ;@ BAB XIII

B TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN
pembebasan Retribusi.

Tata cara pemberian Pengurangan, keringanan dan pembebasan et
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kepu
Kepala Daerah.

Pasal 24

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD
dan STRD.

Permohonan Keberatan sebagaimana pada ayat (1) harus disampaikan
secara tertulis kepada Kepala Daerah paling lama 2 (dua ) bulan sejak
tanggal SKRD dan STRD. .

Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
 harus diputuskan oleh Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6
enam ) bulan sejak tanggal keberatan diterima.

BAB XII
< N
TATA CARA PEMBETIJLAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 23 ‘
Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD da
STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalabtt ;
hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan Perundxqt ;i
undangan Retribusi Daerah. .

—
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)

B MGAN PENGEMBALIAN
CARA PERHITUNGAN PE
TA’}E‘;LEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

BAB XV
KADALUWARSA

Pasal 28 ’
Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 10
sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila
- Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

* Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
 tertangguh apabila: |

- a.Diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa; atau

i b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung
maupun tidak langsung.

it h ecara tertulis

i juk onan Ssec

ji ibusi harus mengajukan permononan SEt

\lzleaéﬁaRSZrah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pem
prigra i dimaksud pada ayat
rmohonan sebagaimana pada ayat g
&asb-?\isaroegebayaran Retribusi dapat langsung d1p§rh1tuplg)k?unt‘
t\iel}ful]u dr;r;ean utang Retribusi dan atau sanksi administrasi Derupay
a - \
R e eotae imaksud pada avat (2) yang berhaki
rmohonan sebagaimana dimaksud pada ay: v
éé?esb}i)lfan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pe -

bust SElésyieae BAB XVI
R Pasal 20 . TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa s

alam 4

. g o iI S d alam P LS oy d“e !‘ A

1al- Haritm AtV ermo l‘ :f

i at 2 n sejak diterimanya PErMONYEEE:

SKRDLB paling lamibat 2 (dua) bulas : ?b{; ¢ - 1

pengembalian kelebihan pembaya.rang’\egm‘ana macud. pude ;‘
¥elebihan pembayarar Retribusi sebagaimarn’ ’

By ..

Pasal 29 .
Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk -

) melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan piutang retribusi

-- T iy jambat 2 (due) bulans
o atotitoan K Waiib Retribusi paling jambat 2 { .
e YRDLB. ! yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

rerbitkannya SKRDLB. o e A i
g‘ziilmbr‘“ﬁ kelebihan pembayaran Retribust dllauDu\'a.nr ;h]:la::nl T
( gu:) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Ke.palal «ndbeé‘nan pemh“ 3
imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembiigg

i

BAB XVII

! foust 'T KETENTUAN LARANGAN
kelebihan Retribust. |
s Jakuken Pasal 30
Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2:’)b dgakukan ‘.-. ; l) Sefiip orang den sfen badan & e el Ush o
mex;erbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribust. r ukum

" tanpa membayar retribusi kepada Daerah.

Bagi setiap orang atau badan hukum yang telah memperoleh TUP dan SPI
didalam Wilayah Kabupaten Nias, dilarang :

a. Melakukan pendaratkan hasil tangkapan di luar Wilayah Kabupaten
Nias bagi kapal perikanan bermotor berukuran kurang 10 GT.

Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, ditend

pukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayan §:
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b. Melakukan kegiatan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan
dengan menggunakan bahan dan/atau alat yang dapat membahay
kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;, :

c. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerus
sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
a.

Pasal 31 ‘
(1) Apabila Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya sebag
diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengar} plfiana kurungs
selama-lamanya 6 (enam ) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (em

kali retribusi terutang.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggan

Pasal 32
Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam P
diancam pidana kurungan selam-lamanya 6 (enam) bulan atau denda s¢
tingginya Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah );

Pasal 53
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 adalah pelanggaran.

Pasal 34
Barang siapa di dalam wilayah Kabupaten Nias melangggr k'ete 1
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Daerah ini, dikena
ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 24, Pasal 25 dan Pasil}
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 35

Pejabat Pegawai Negeri Sipil terientu di lingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan
findak pidana dibidang Retribusi, IUP dan SP] sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Hukum Acara yang berlaku.; -

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenan tindak pidana dibidang Retribusi, [UP dan SPI
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan
jelas;

meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sechubungan dengan tindak pidana Retribusi [UP dan SPI ;

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
schubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi [UP dan SPI;
memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
yang berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi IUP dan SPI,
melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi JUP dan SPI ;

menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ ;

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi
IUP dan SPI;

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi,

menghentikan penyidikan;
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Fasal 40

an Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
etiap orang mengetahuinva, memerintahkan pengundangan Peraturan -
ini dengan menempatkannva dalam Lembaran Daerah K Kabuparen Nias.

k  melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyid
tindak pidana dibidang retribusi TUP dan SPI menurut hukum
bertanggung jawab;,

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .n.lemben
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya k
Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indo
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang H

Acara Pidana yang berlaku
BAB XX Disahkan di Gunungsitoli,
KETENTUAN LAIN-LAIN pada tanggal 26 Juli 2002
Pasal 36 : BUPATI NIAS,
Pelaksanaan Peraturan Dacrah ini diserahkan kepada Dinas Kelautan daj
Perikanan Kabupaten Nias dan wajib dibantu oleh Instansi / Unit Kerja te i Dto

dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 37 BINAHATI B. BAEHA

Pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Din

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias. indangkan di Gunungsitoli

Pasal 38 Do tanggal 20 September 2002

Dlti’lla'; Pg;‘:;?;*an Kabugetes Nias, dnenpstan: Koordislor pcmun‘ & i ‘vﬂ RETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,
retribusi

BAB XXI Quedane )
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39 UZISOCHI TELAUMBANUA.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanj"
mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kep
Daerah. ;

BARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2002 NOMOR 36
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Selanjutnya berdasarkan Undang

PENJELASAN mrubahap atas Undang-undang N

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 14 TAHUN 2002

—undang Nomor 34 Tahun
2000 tenty
omor 18 Tahun 1997 lemang Pajak D:er:}%

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DAN

SURAT PENANGKAPAN IKAN Hunuf a sampai dengan huruf f

Cukup jelas.
UMUM

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 yang menempatkan perpa
sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan
penempatan beban kepada rakyat, seperti Pajak dan lain-lain, harus dite

Yang dimaksud dengan jenjs ;
? gan jenis ik : ; .
1 ises (ikan bersiripj) ; 1kan termasuk biota perajran lainnya adalah -

dengan undang-undang. Dengan demikiar, pemungutan Retribusi Daerah Mollusca (kerang tira A gsanya);

m -cumi, guri
berdasarkan pada undang-undang. Cocleanterata (ubgur-ubur gaurran ;etfangs’an),a;ja’ Siput dan sebangsanya);
Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 te +Echinodermata (tripang, bulu babi dan seba;lgsanya)'

). ?m;t)}]ubx(zll) (kodok dan sebangsanya);
» Replihia (buaya, penyu, kura-kura b;awak i

| g , , ular '
49;. Zi)ammaha (paus, lumba-lymba, pesut, duyung csrrl g:gas: b;nngsax?ya),
:7) Algae (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lajn yang hidfpnyzag’idalam
10)

. Biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis

" Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak D
dan Retribusi Daerah, ditegaskan bahwa Retribusi ditetapkan dengan Pe
Daerah. Sebab, Retribusi Daerah mempunyai muatan pembebanan ma
sehingga perlu agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil.

Sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 te
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 te
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Ang
Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Dacrah
penerimaan berupa Dana Perimbangan vang bersumber dari Ang
Pendapatan dan Belanja Negara Pendapatan Asli Daerah yang antara
berupa Pajak Daerah dan Reribusi Daerah, diharapkan menjadi salah &
sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan D
Daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan me
rumah tangganya sendiri.

g

Smuanya termasuk bagian-bagiannya,

Hunufh
tlaksanaan pengelolaan sumber daya ikan mel;

Mgcdzci’allign g{r}nanfaatan, pembinaan potensi dan pelestarian sumberda
ingkungannya, dan pengaturan berbagai kegiatan lainnya vaxbllg

langsung berkaitan atau s
ekurang-kur: .
sumber daya ikan dan lingkungaxmb Va‘m"gnya dapat mempengaruhi keadaan

-jenis tersebut

puti kegiatan-kegiatan



Huruf i sampai dengan huruf af

CUkupjelaS. Cukupjelas
Pasal 2 :
C b
Cukup jelas ukup jelas
Cukup jelas 1‘;“”1"‘35
Cukup jelas ll;kuP Jelas
Cukup jelas ;;kup Jelas
Cukup jelas 2 P Jelas
Ayat 2 : Up Jelas
Pengecualian dari kewajiban memperoleh izin usaha ini dikhusus hsl
para nelayan, petani ikan kecil, dan perorangan lainnya yang fup jelas
lebih merupakan mata pencaharian untuk memenuhi keperluan ]
sehari-hari. Walaupun demikian, untuk kepentingan pengumpul ‘Cllkupjelas
yang diperlukan dalam rangka pembinaan usaha perkana 193
pengelolaan sumber daya ikan pada umumnya, terhadap usaha Cukup jelas
skala inipun diperlukan adanya pencatatan. : |
Cukup j
Pasal 8 2% Pelas
Hu.nlf a anu .
Cukup jelas Pl 26 P)elas
Pasal 9 Cukup i
Cukup jelas B,
Pasal 10 Cukup i
Cukup jelas ' 8 PJelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas



Pasal 30
Hurufa

Kewenangan Kabupaten/Kota hanya dapat mengeluarkan jin Usiy
Perikanan dan Surat Penangkapan Tkan untuk kapal perikanan bertoug
kurang dari 10 GT. 3
Huruf b

Penggunaan bahan peledak, bahan beracun, aliran listrik dan laind
tidak saja mematikan ikan tetapi dapat pula mengakibatkan kerusakan
lingkungan dan merugikan nelayan dan petani ikan. Apabila tefy
kerusakan sebagai akibat digunakannya bahan dan alat dimaksud, m
pengembalian kedalam keadaan seperti semula akan membutuhkan walt
yang sangat lama, atau bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan
karenanya, penggunaan bahan dan/atau alat tersebut harus dilarang,
Huruf ¢

Pencemaran sumber daya ikan adalah tercampurnya sumber daya
dengan makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain alife
perbuatan manusia sehingga sumber daya ikan menjadi kurang atau ]
berfungsi sebagaimana scharusnya dan/atau berbahaya bagi yuf]
memanfaatkannya.

Kerusakan sumber daya ikan adalah terjadinya penurunan potgflhi
sumber daya ikan yang dapat membahayakan kelestariannya disuaty ligg
perairan tertentu yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang atau b
hukum yang telah menimbulkan gangguan sedemikian rupa tert
keseimbangan biologi atau daur hidup sumber daya ikan.

Pencemaran lingkungan sumber daya ikan adalah masuknya
dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen
kedalam lingkungan sumber daya ikan sehingga kualitas linglmga;
sumber daya ikan turun sampai tingkat tertentu yang menyebabg
lingkungan sumber daya ikan menjadi kurang atau tidak dapat berfuy
lagi sesuai dengan peruntukannya.

Kerusakan lingkungan sumber daya ikan adalah suatu
lingkungan sumber daya ikan di suatu lokasi perairan tertentu yang
mengalami perubahan fisik, kimiawi dan hayati, schingga tidak
kurang berfungsi sebagai tempat hidup, mencari makan, berkembang
atau berlindung sumber daya ikan, karena telah mengalami ganggsl
sedemikian rupa sebagai akibat perbuatan seseorang atau badan hukum.;

Cukup jelas
gl 38
‘Cukup jelas
a1 39
Cukup jelas
40
Cukup jelas

MBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR. 7.
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